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TELAAHAN STAF

	Kepada
	:
	Sekretaris Daerah

	Dari
	:
	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Kutai Barat

	Nomor
	:
	027/    /PBJ-TU.P/XI/2020

	Tanggal
	:
	27 November 2020

	Sifat
	:
	Penting

	Perihal
	:
	Rekomendasi Pelaku Pengadaan dalam Pelaksanaan Inovasi Kontrak Payung Jasa Kebersihan tahun anggaran 2021-2022 dalam Skema Konsolidasi Pengadaan


I. Persoalan
Kontrak Payung berdasarkan Pasal 27 ayat (7) adalah Kontrak Harga Satuan dalam Periode Waktu Tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani, dalam kaitannya berdasarkan sifat Kontrak Payung tersebut yang bersifat memayungi dalam kurun waktu pengiriman tertentu tersebut dan untuk dapat mengurangi hambatan/bottleneck dalam mereduksi proses pekerjaan pemilihan penyedia berupa tender yang berulang untuk kegiatan yang sudah rutin dilaksanakan.
Salah satu pekerjaan yang dapat menggunakan skema kontrak payung dan berulang adalah Jasa Kebersihan dan Pertamanan Gedung Kantor,adapun untuk meningkatkan manfaat dari pelaksanaan inovasi kontrak payung disarankan untuk melaksanakan kontrak payung tersebut pada tingkatan PA/KPA yang berada dalam cakupan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
II. Pra Anggapan
1. Konsolidasi Pengadaan menggunakan kontrak payung bersyarat;
2. Konsolidasi Pengadaan merupakan salah satu skema pengadaan untuk meningkatkan volume dan mereduksi waste dari proses berulang untuk mendapatkan manfaat positif dan penghematan dari sisi pengadaan.
3. Konsolidasi Pengadaan merupakan output dari Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Tupoksi yang berbobot 25% dari Pedoman Pelaporan dan Pengisian Dokumen Kelengkapan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020 tanggal 1 April 2020 dari Surat Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B/1673/KSP.00/10-16/04/2020.
4. Telah terdapat 3 (tiga) Perangkat Daerah yang mengusulkan untuk dilaksanakan Tender Kontrak Payung Bersyarat ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa selaku Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;


 

III. Fakta Yang Mempengaruhi
1. Konsolidasi Pengadaan sebagaimana Pasal 1 angka 51 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan Strategi Pengadaan.
2. Strategi Pengadaan berupa Konsolidasi adalah menggabungkan beberapa Paket Pengadaan Sejenis.
3. Jasa Kebersihan baik Kebersihan Gedung Kantor (Cleaning Services) maupun Jasa Kebersihan Taman (Gardening) merupakan Paket Pengadaan rutin yang pelaksnaannya dapat dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah sehingga dapat di konsolidasikan.
4. Konsolidasi yang pernah dilaksanakan oleh Bagian Umum dengan Pendampingan dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah mengkonsolidasikan pada tingkat Tender untuk dua kontrak berbeda dan memberikan efisiensi relatif besar.
5. Dipandang penting untuk melakukan eskalasi untuk melakukan konsolidasi pada Kontrak Payung dengan tingkatan beberapa PA/KPA pimpinan Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah untuk meningkatkan volume menggunakan strategi Konsolidasi untuk memperoleh efisiensi secara ekonomis.
6. Kontrak Payung merupakan Kontrak Holding untuk mengikat harga yang ditandatangani pimpinan, dalam hal ini Sekretaris Daerah untuk “mengunci harga satuan” selama tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2022, dalam hal ini kontrak payung merupakan perikatan perjanjian yang tidak mengakibatkan pengeluaran keuangan negara.
7. Tindak lanjut dari Kontrak Payung pada Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Kebersihan yang akan di konsolidasi adalah ditindaklanjutinya Kontrak Payung kedalam Kontrak Turunan berupa Surat Pesanan yang akan dilaksanakan pembuatannya pada tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2022 oleh Pejabat Penandatangan Kontrak pada tiap masing-masing tahun anggaran.
8. Pejabat Penandatangan Kontrak oleh Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini berupa PA/KPA/PPK masing-masing mengacu pada harga kontrak satuan dari Kontrak Payung untuk selanjutnya dilaksanakan secara lumsum yang masing-masing pelaksanaannya dilakukan Pengendalian Kontrak oleh masing-masing PPK perangkat daerah.
9. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengusulkan untuk menjaring Perangkat Daerah untuk mengikuti Konsolidasi untuk mengetahui kebutuhan minimum dari Kontrak Payung melalui Surat Sekrtetaris Daerah tanggal 01 Oktober 2020 Nomor 027/2971/UMUM-TU.P/X/2020;
10. Terdapat 3 (tiga) Perangkat Daerah yang merespon dan telah diundang oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melalui surat Nomor 027/3513/PBJ-TU.P/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020, yaitu :
a. Badan Pendapatan Daerah
b. RSUD Harapan Insan Sendawar
c. Bagian Umum Sekretariat Daerah

IV. Analisis
Berdasarkan fakta analisis, maka disampaikan analisis sebagai berikut :
1. Kontrak Payung dengan cakupan lebih dari satu Perangkat Daerah merupakan kebijakan pelaksanaan strategi konsolidasi yang dapat diambil dengan persetujuan Sekretaris Daerah 
2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa memandang manfaat yang diperoleh untuk melakukan konsolidasi akan semakin besar dengan mengundang Perangkat Daerah lainnya, dalam hal ini maka dipandang perlu untuk mengundang Perangkat Daerah yang berminat untuk mengkonsolidasikan pekerjaan sejenis ini.
3. Nilai Kontrak akan distandarisasikan dengan analisa sebagai mana lampiran berdasarkan hasil tender.
4. Standarisasi tersebut dapat digunakan untuk Perangkat Daerah selama Anggaran :
a. APBD 2021
b. APBD Perubahan 2021
c. APBD 2022
d. APBD Perubahan 2022
5. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1), ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf d dan huruf g dan huruf l  Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 25 tahun 2017 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat, Selain Sekretaris Daerah terdapat Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang membantu Sekretaris Daerah dan bertugas untuk : 
a. melaksanakan Penyelenggaraan administrasi layanan pengadaan barang dan jasa khususnya berkaitan dengan uraian tugas Mengoordinasikan dan merencanakan kegiatan dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 
b. penyusunan dan pelaksanaan strategi pembinaan administrasi pengadaan barang dan jasa dan 
c. memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
6. Terdapat dua Skenario yang dapat dipilih dalam hal Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana kewenangan dalam hal ini :
a. Sekretaris Daerah menandatangani Kontrak Payung Bersyarat atas Konsolidasi Pengadaan yang dilaksanakan oleh UKPBJ sebagaimana Pasal 21 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
b. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan penandatanganan Kontrak Payung Bersyarat atas Konsolidasi Pengadaan yang dilaksanakan oleh UKPBJ sebagaimana Pasal 21 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 4 huruf c Peraturan LKPP Nomor 14 tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 31 ayat (3) huruf g Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2017 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat.
7. Konsolidasi Pengadaan sebagaimana Pasal 1 angka 51 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan Strategi Pengadaan, sehingga baik dalam hal Sekretaris Daerah melakukan penandatangan Kontrak Payung atau dalam hal Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang melaksanakan maka strategi ini menjadi sebuah pilihan yang dalam penerapannya bergantung pada keputusan Pengguna Anggaran masing-masing Perangkat Daerah sehingga Kontrak Payung Bersyarat tidak secara langsung berakibat pada pengeluaran keuangan Daerah karena untuk pelaksanaannya masih diperlukan Kontrak lagi di tingkat PA/KPA pemilik anggaran Jasa Kebersihan yang dikonsolodasian, namun sebagai strategi akan dipandang efektif karena harga satuan yang digunakan adalah harga yang diperoleh dari Kompetisi dari Tender Kontrak Payung yang akan dilaksanakan oleh UKPBJ Kab. Kutai Barat.


V. Kesimpulan
a. bahwa Konsolidasi pengadaan memiliki potensi efisiensi waktu dan biaya dalam pelaksanaan pemilihan penyedia tahun 2021 dan 2022.
b. Diperlukan persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tanda tangan hasil tender Konsolidasi berupa Kontrak Payung, dengan pilihan sebagai berikut :
i. Dalam hal Kontrak Payung Bersyarat diputuskan oleh Bapak Sekretaris Daerah di tandatangani oleh Bapak, maka mohon persetujuan tanpa menandatangani Keputusan terlampir;atau
ii. Dalam hal Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa ditunjuk sebagai Penandatangan Kontrak Payung maka mohon berkenan untuk menandatangani Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagai Pejabat Daerah untuk menandatangani Kontrak Payung Bersyarat dengan Penyedia. 
Keseluruhan keputusan tersebut diatas dibantu oleh Kepala Sub-Bagian Perencanaan dan Pembinaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk melaksanakan proses Konsolidasi Kontrak Payung Bersyarat tersebut.  

VI. Saran dan Tindakan Lebih Lanjut
Sekretaris daerah berkenan menyetujui surat edaran dalam rangka penjaringan minat konsolidasi pengadaan jasa kebersihan.



VII. Penutup
Demikian telaahan staf ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan proses pelaksanaan tugas dan optimasi pelaksanaan pada kepatuhan peraturan perundangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa pada Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Barat.

Sendawar, 27 November 2020
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Lampiran Telaahan Staf : Rekomendasi Pelaku Pengadaan dalam Pelaksanaan Inovasi Kontrak Payung Jasa Kebersihan tahun anggaran 2021-2022 dalam Skema Konsolidasi Pengadaan 
DAFTAR RENCANA STANDARISASI HARGA SATUAN KONTRAK PAYUNG BERSYARAT BERDASARKAN PENGGUNA JASA
	No
	Uraian Standar Layanan
	Harga Satuan (Rupiah)
	Pengguna yang dapat melaksanakan Pemesanan

	1.
	Pekerjaan Jasa Kebersihan Umum dan Pramubakti (General Cleaning) dan Jasa Perawatan Taman (Gardening) Gedung Kesekretariatan 
	………
	1. Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat
2. Sekretariat DPRD Kab. Kutai Barat

	2.
	Pekerjaan Jasa Kebersihan Umum dan Pramubakti (General Cleaning) dan Jasa Perawatan Taman (Gardening) Gedung Dinas/Badan
	………
	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5. Satuan Polisi Pamong Praja
6. Dinas Sosial
7. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung
11. Dinas Perhubungan
12. Dinas Komuikasi dan Informatika
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14. Dinas Pemuda dan Olah Raga
15. Dinas Arsip dan Perpustakaan
16. Dinas Ketahanan Pangan
17. Dinas Lingkungan Hidup
18. Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
19. Dinas Pariwisata
20. Dinas Pertanian
21. Dinas Perikanan
22. Badan Keuangan dan Aset Daerah
23. Badan Pendapatan Daerah
24. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
25. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28. Sekretariat Korpri

	3. 
	Perawatan Selasar dan Rabat pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum (General Cleaning) yang tidak termasuk dengan Jasa Kebersihan Wilayah yang memiliki Standar Akreditasi Kesehatan Tertentu
	………
	1. RSUD Harapan Insan Sendawar
2. Rumah Sakit Pratama Kab. Kutai Barat
3. Seluruh Puskesmas di Kab. Kutai Barat

	4. 
	Jasa Kebersihan Umum (General Cleaning) dan Pertamanan (Gardening) Rumah Dinas / Kantor Kecamatan
	………
	1. Rumah Dinas Pejabat
2. Seluruh Kantor Kecamatan di Kab. Kutai Barat

	5. 
	Jasa Kebersihan Umum (General Cleaning) dan/atau Jasa Pertamanan (Gardening) Gedung Pertemuan
	
	1. Balai Pertemuan Umum Tanaa Purai Ngeriman
2. Gedung PKK Pusat Kab. Kutai Barat


	6. 
	Jasa Kebersihan Umum (General Cleaning) dan/atau Jasa Pertamanan (Gardening) Aset Lainnya
	………
	1. Alun-Alun ITHO
2. Gelanggang Olahraga Desnan
3. Taman Bung Karno
4. Taman Budaya Sendawar



Sendawar, 27 November 2020
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SEKRETARIAT DAERAH
Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat Telp. (0542) 594754 Fax.(0542) 594756–594795 
SENDAWAR


KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT
Nomor : 900/3787/PBJ-TU.P/XI/2020
TENTANG 
PENUNJUKAN KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEBAGAI PEJABAT DAERAH UNTUK MENANDATANGANI KONTRAK PAYUNG BERSYARAT DENGAN PENYEDIA DAN PENUNJUKAN KEPALA SUB-BAGIAN PERENCANAAN DAN PEMBINAAN SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KONSOLIDATOR KONTRAK PAYUNG BERSYARAT

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

	Menimbang 
	:
	a. 
	Pasal 1 angka 51 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa Paket Pengadaan Barang/Jasa Sejenis;

	
	
	b. 
	Pasal 21 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan salah satunya oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ);

	
	
	c. 
	Pasal 4 huruf  c Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana salah satu Pelaksanaan fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa meliputi penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;

	
	
	d. 
	Pasal 31 ayat (3) huruf g Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2017 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat dimana Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa memiliki tugas untuk Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan strategi pembinaan administrasi pengadaan barang dan jasa.

	
	
	e. 
	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sebagai Pejabat Daerah Untuk Menandatangani Kontrak Payung Bersyarat Dengan Penyedia

	Mengingat
	:
	1. 
	Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

	
	
	2. 
	Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

	
	
	3. 
	Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

	
	
	4. 
	Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

	
	
	5. 
	Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);

	
	
	6. 
	Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

	
	
	7. 
	Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

	
	
	8. 
	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);

	
	
	9. 
	Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7);

	
	
	10. 
	Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 25 tahun 2017 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 25)



MEMUTUSKAN :
	Menetapkan  
	:
	
	

	KESATU
	:
	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sebagai Pejabat Daerah Untuk Menandatangani Kontrak Payung Bersyarat Dengan Penyedia

	KEDUA
	:
	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagai Pejabat Daerah Untuk Menandatangani Kontrak Payung Bersyarat Dengan Penyedia dalam melaksanakan tugasnya, melaksanakan :

	
	
	1. 
	Fasilitasi Konsolidasi Pengadaan Sebagai Strategi dalam bentuk Kontrak Payung Bersyarat yang dibutuhkan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Barat;

	
	
	2. 
	Melaksanakan Penandatanganan Kontrak Payung Bersyarat hanya pada Penyedia yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

	
	
	3. 
	Pelaksanaan tanggung-jawab Penyedia yang melakukan Kontrak Payung Bersyarat menjadi tanggung-jawab secara mutlak Penyedia atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan;

	
	
	4. 
	Kontrak Payung Bersyarat merupakan kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani dan Harga Satuan tersebut menjadi acuan dalam Berkontrak sesuai dengan Bentuk Kontrak yang perikatannya dilaksanakan dan menjadi tanggung-jawab oleh Pejabat Penandatangan Kontrak pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Barat;

	KETIGA
	:
	Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dapat dibantu unsur Bagian Pengadaan Barang dan/Jasa, yaitu Kepala Sub-Bagian Perencanaan dan Pembinaan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Konsolidator 

	KEEMPAT
	:
	Kepala Sub-Bagian Perencanaan dan Pembinaan selaku pembantu dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan tugas :

	
	
	1. 
	Membantu menyusun dokumen Perencanaan dan Persiapan Proses Tender Kontrak Payung;

	
	
	2. 
	Membantu Perangkat Daerah dalam melakukan Standarisasi Proses Tender Kontrak Payung;

	
	
	3. 
	Melakukan Pembinaan dalam Penandatanganan Kontrak yang dilaksanakan berdasarkan Kontrak Payung Bersyarat kepada Para Pejabat Penandatangan Kontrak masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Barat dengan menggunakan Bentuk Kontrak yang sesuai dengan Perencanaan masing-masing Perangkat Daerah;

	KELIMA
	:
	Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga wajib berpedoman pada Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

	KEENAM
	:
	Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dan berlanjut pada Kontrak yang mengacu pada Kontrak Payung Bersyarat yang digunakan pada Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui masing-masing DPA Perangkat Daerah yang melakukan perikatan berdasrkan Kontrak Payung Bersyarat hasil dari Keputusan ini;

	KETUJUH
	:
	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


		
                                                                   Ditetapkan di Sendawar
 Pada Tanggal 27 November 2020
						

					           SEKRETARIS DAERAH


						           AYONIUS, S.Pd,.M.M
					                   NIP. 19660215 199501 1 002					 
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